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Melaui penelitian kepustakaan dan metode perbandingan serta atas analisa Perundangan. Penulis hendak
membahas kedudukan saksi dalam Perkawinan yang ditinjau dari segi Hukum Islam dan UU. NO. 1 Th.
1974 JO.PP. 9/1975. Menurut Hukum Islam setiap Perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang
telah memenuhi syarat, sebagai salah satu rukun Perkawinan. Suatu Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua
orang saksi maka nikahnya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut UU. NO. 1 Th. 1974 Perkawinan di-
lakukan menurut masing-masing Agama dan K epercayaan,tetapi-harus dilengkapi dengan dua orang saksi
dan pegawai penca-tat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) UU NO.1 Th. 1974 JO.PP. 9/1975. Oleh karena
itu jikaterjadi Perkawinan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh Pihak yang
berkepentingan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam & yang beragama lain. (bukan
beragama Islam) ke Pengadilan Negeri.
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